[ SALINAN ]

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI

Menimbang

Mengingat

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK), maka ada beberapa
perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu diubah
dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3474);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang
Pengawasan Orang dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3562);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional (E-KTP);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1980 tentang Perubahan  Status Kewarganegaraan
Berdasarkan Naturalisasi;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Informasi  Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010
tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan bagi Penduduk Rentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan
Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta
Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010
tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam
Pendaftaran Penduduk dn Pencatatan Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2009 Nomor 5);



-4-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Menetapkan

dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABIPATEN
PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 5) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Butir 51, Butir 52 dan Butir 53, dihapus
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Ponorogo.

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada
Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan atau
Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab dan  berwenang melaksanakan
pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

7. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ponorogo.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat,
dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat
Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah dalam wilayah
kerja Kecamatan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah
Daerah Kabupaten Ponorogo pada Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Cabang Ponorogo.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang masuk secara sah ke wilayah Indonesia serta
bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara
Indonesia (WNI).

Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang
tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara
Republik Indonesia yang telah mendapat izin Tinggal
Terbatas dari Instansi yang berwenang.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hokum sebagai alat bukti autentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.

Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang
berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan
telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang
berwenang.

Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah
penduduk  yang mengalami hambatan dalam
memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh
bencana alam, kerusuhan social, atau bertempat tinggal
di daerah terbelakang.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa
kependudukan dan pendataan penduduk Rentan
Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa
identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
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Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa
implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat
Keterangan Kependudukan lainnya yang meliputi
pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara,
tinggal tetap, serta perubahan status Tinggal Terbatas
menjadi Tinggal Tetap.

Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen
data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat
perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami
oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat
NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat
unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta
identitas anggota keluarga.

Kepala Keluarga adalah :

a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik
mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang
bertanggungjawab terhadap keluarga;

b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau

c. kepala kesatria asrama, rumah yatim piatu dan lain-
lain dimana beberapa orang bertempat tinggal
bersama-sama.

Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum
kawin, termasuk anak tiri, anak angkat, orang
tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara
kemasyarakatan menjadi  tanggungjawab Kepala
Keluarga yang tinggal satu rumabh.

Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam
Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi
tanggungjawab Kepala Keluarga.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku
diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk
keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk, yang meliputi Surat Keterangan
Tinggal Sementara (SKTS), Surat Keterangan Tinggal
Tetap (SKTT), dan Perubahan Status Tinggal Sementara
menjadi Tinggal Tetap.

Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi
tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari
tempat yang lama ke tempat baru.
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Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti
nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak,
pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan,
pisah Kartu Keluarga, dan/atau perubahan alamat
tempat tinggal.

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP
adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan
status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh
setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa
penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk
Warga Negara Republik Indonesia Tinggal tetap dan
Orang Asing Tinggal Tetap.

Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya
disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk
mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh
seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan
diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal
Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.

Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP
adalah buku yang digunakan untuk mencatat
perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa
kependudukan yang menyangkut jumlah dan status
anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di
Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal
Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.

Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya
disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk
mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan
peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan
status keluarga sesuai dengan nomor urut KK di
Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia yang
Tinggal Tetap, Sementara dan Orang Asing Tinggal
Terbatas.

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi
catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran,
perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan
pengesahan anak, pengangkatan anak, perbaikan dan
perubahan nama yang dibuat, disimpan dan diterbitkan
sebagai Dokumen Negara oleh Instansi Pelaksana.

Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari
Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah
bagi diri yang bersangkutan maupun pihak keluarga
mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak,
perbaikan dan perubahan nama yang dikeluarkan oleh
Instansi Pelaksana.
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Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta
Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya, yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sebagai pengganti
kutipan akta asli yang hilang, rusak atau musnah,
dengan dibuktikan surat keterangan dari pihak yang
berwenang.

Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang memenuhi batas
waktu adalah Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana
tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas
waktu adalah :

a. Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang dilaporkan oleh
Penduduk  kepada Instansi Pelaksana yang
melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai
dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;

b. Pelaporan Pencatatan Kelahiran yang dilaporkan oleh
Penduduk  kepada Instansi Pelaksana yang
melampaui batas waktu 1 (satu) tahun.

Akta Perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh
Instansi Pelaksana bagi Non Muslim setelah mereka
melaksanakan perkawinan secara agama.

Akta Perceraian adalah akta yang dikeluarkan Instansi
Pelaksana setelah memperoleh Putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akta Kematian adalah akta yang dikeluarkan Instansi
Pelaksana berdasarkan tempat terjadinya peristiwa itu
bukan di tempat tinggal yang bersangkutan.

Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh
seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan
anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan
perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting
yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan
Sipil pada Instansi Pelaksana.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen
dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang
selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi
Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi
administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah
administrasi pemerintahan.

Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan
pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di
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Desa/Kelurahan.

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiannya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkay
KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan
pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat
Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

Dihapus.
Dihapus.
Dihapus

Ketentuan Pasal 56 ayat (2) diubah sehingga Pasal 56
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 56
KK terdiri dari 4 (empat) rangkap, diberikan kepada :

a. Lembar kesatu untuk Kepala Keluarga;

b. Lembar kedua untuk RT;

c. Lembar ketiga untuk Desa/Kelurahan; dan
d. Lembar keempat untuk Kecamatan.

KK yang telah dicetak ditandatangani oleh Kepala
Keluarga dan Kepala Instansi Pelaksana.

Judul BAB IV RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
dihapus.

Ketentuan Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib
Retribusi dihapus.

Ketentuan Pasal 91 dihapus.

Ketentuan Pasal 92 dihapus.

Ketentuan Pasal 93 dihapus.

Ketentuan Pasal 94 dihapus.

Ketentuan Pasal 95 dihapus.

Ketentuan Pasal 96 dihapus.

Ketentuan Pasal 97 dihapus.

Ketentuan Pasal 98 dihapus.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diudangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI PONOROGO
TTD.
H. AMIN, S.H.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011
Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 10.

An. BUPATI PONOROGO
Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD.

H. YUSUF PRIBADI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580216 198303 1 011

05 0CT 2000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR IYAWAN, S.H.

NIP. 1964007 199303 1 008




II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

UMUM

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil yang sejalan dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas
pelayanan kependudukan yang profesional maka untuk kelancaran
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan sipil agar
sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 1I
Cukup jelas
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